
WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan

batas jumlah uang persediaan ditetapkan dalam Peraturan

Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Ketentuan Besaran Uang Persediaan Tahun

Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4592);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

:

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN BESARAN

UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang

muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung.

2. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

3. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian

kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung.

4. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan

yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

5. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan

guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat

mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran

langsung dan uang persediaan.
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BAB II

MEKANISME UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

(1) SPP-UP hanya diajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran.

(2) Pengisian kembali uang persediaan dapat diajukan melalui

SPP-GU.

(3) Jumlah SPP-GU dapat diberikan apabila dana uang

persediaan yang telah dipergunakan paling sedikit

75% (tujuh puluh lima persen) telah

dipertanggungjawabkan.

(4) Dalam hal penggunaan uang persediaan belum mencapai

75% (tujuh puluh lima persen) sedangkan Perangkat Daerah

yang bersangkutan memerlukan pendanaan kegiatan yang

mendesak namun sisa dana tidak mencukupi, maka

Perangkat Daerah dapat mengajukan SPP-TU dengan

kriteria sebagai berikut :

a. batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan

persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian

kebutuhan dan waktu penggunaan;

b. dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan

dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang

disetor ke rekening kas daerah;

c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak

dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang

persediaan;

d. surat pertanggungjawaban SPP-TU disampaikan

kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepulu) bulan

berikutnya.
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BAB III

BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

(1) Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah

ditentukan berdasarkan jumlah total belanja setelah

dikurangi dengan kebutuhan pembayaran LS.

(2) Klasifikasi besaran uang persediaan adalah sebagai berikut:

a. untuk jumlah total belanja langsung setelah dikurangi

dengan pembayaran LS sebesar kurang dari

Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh

juta rupiah) diberikan uang persediaan sebesar 1/12

(satu per dua belas) dari jumlah pagu dan paling tinggi

Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

b. untuk jumlah total belanja langsung setelah dikurangi

dengan pembayaran LS sebesar Rp. 1.350.000.000,00

(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai

dengan Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus

juta rupiah) diberikan uang persediaan sebesar

1/18 (satu per delapan belas) dari jumlah pagu dan

paling tinggi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah);

c. untuk jumlah total belanja langsung setelah dikurangi

dengan pembayaran LS lebih dari Rp. 3.600.000.000,00

(tiga milyar enam ratus juta rupiah) diberikan uang

persediaan sebesar 1/24 (satu per dua puluh empat)

dari jumlah pagu dan paling tinggi Rp. 750.000.000,00.

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Ketentuan Besaran Uang Persediaan untuk masing-masing

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Walikota ini.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Januari 2017

Desember 2015
WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 1


